
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 tahun 2022 tentang Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa

Transisi Menuju Endemi didalam Diktum Kelima
Memerintahkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota
diinstruksikan untuk mencabut Peraturan Daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan KetentuanfKebijakan Lain
yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan
PPKM;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIPURWAKARTA,

PENCABUTAN PERATURANBUPATI PURWAKARTANOMOR 144

TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN

SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN

PENANGGULANGAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DI

WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTADAN PERATURANBUPATI

PURWAKARTANOMOR 198 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARANTERTIB

KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL

BERSKALA BESAR DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM

PENANGGULANGAN CORONA VIRUSDISEASE 2019 (COVID-19) DI

KABUPATEN PURWAKARTA.

TENTANG

PERATURANBUPATIPURWAKARTA
NOMOR l3 TAHUN2023

BUPATIPURWAKARTA
PROVINSIJAWABARAT

/, ,.



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesai Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-UndangNomor4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor2851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1984Nomor20, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pencabutan

Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

DiWilayahKabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati

Purwakarta Nomor 198Tahun 2020 tentang Pengenaan
Sanksi Administratif Terhadap Perlanggaran Tertib

Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Couid-19)

DiKabupaten Purwakarta.



tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991

tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4828);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan PolisiPamong Praja (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor72, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6205);

2018Tahun6Nomor7. Undang-Undang

Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran



PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19) DI KABUPATEN PURWAKARTA.

DALAMBARUKEBIASAANADAPTASI

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 144 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA

BESAR DALAM RANGKA PERC EPATAN

PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

(COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR

198 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI

ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN

TERTIB KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DAN

TENTANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PURWAKARTAMenetapkan

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022
tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus

Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018

tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6224);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020

ten tang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid- 19) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 919, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6487);



H PROVINSIJAWABARATTAHUN2023 NOMOR\~BERITADA

ARIS DAERAH
PURWAKARTA,

Diundangka di Purwakarta
pada tanggal ?> :janUOft ~.2.3

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal ~ 5QnuOrl ).()~3

, BUPATI PURWAKARTA,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Pasal 1

Dengan berlakuknya Peraturan bupati ini:

1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Pereepatan
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Di Wilayah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor50);
2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 198 Tahun 2020

tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap
Perlanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Adaptasi

Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus

Disease 2019 (Couid-19)DiKabupaten Purwakarta (Berita

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 111),

dieabut dan dinyatakan tidak berlaku.


